POHON KINERJA (CASCADING)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021-2026

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan “

BUPATI &
WKL l
BUPATI
Misi 4
Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan
ESELON II TUIUAN SASARAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan Bersih pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian

Meningkatnya kualitas tata kelola dan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah

INDIKATOR

Nilai Sakip Perangkat Daerah



ESELON III # NAMA PROGRAM

4

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

NAMA KEGIATAN

4

Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

&

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

&

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

&

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

SASARAN PROGRAM

4

Meningkatnya kualitas tata
kelola dan akuntabilitas
kinerja perangkat daerah

INDIKATOR PROGRAM

4

Tingkat Capaian Kinerja
Perangkat Daerah

INDIKATOR KEGIATAN

&

Tingkat Konsistensi
perencanaan perangkat
daerah

&

Tingkat Realisasi
pelaksanaan anggaran
perangkat daerah

&

Cakupan/ realisai kinerja
administrasi kepegawaian
perangkat daerah

&

Cakupan/realisasi kinerja
Administrasi Umum
perangkat daerah



4

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

4

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

ESELON

v # NAMA SUB KEGIATAN

4

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

4

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SASARAN SUB
KEGIATAN

4

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

4

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

4

Cakupan/realisasi kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

4

Cakupan/realisasi kinerja
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

4

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

4

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



4

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

4

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

4

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

|

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

4

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

4

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

4

Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

4

Terlaksananya Pendataan
dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

|

Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

4

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

4

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

i

Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

4

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai



4

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

4

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

4

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

|

Fasilitasi Kunjungan Tamu

4

Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

4

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4

Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan

4

Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

|

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

4

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

4

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

1

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

i

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

4

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu



4

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

4

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

4

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

4

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

|

Fasilitasi Kunjungan Tamu

4

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

4

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

4

Tersedianya Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

4

Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

|

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

4

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

4

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

i

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

4

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu



Misi II
BUPATI & Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saiang daerah melalui pengembangan infrastruktur
WKL untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup

BUPATI

ESELON II

TUJUAN

Terwujudnya Optimalisasi pengolahan
sumber energi baru terbarukan

SASARAN

Meningkatnya pemerataan akses
penduduk pada sumber energi
ketenagalistrikan yang ramah

lingkungan
INDIKATOR INDIKATOR

Presentase perusahaan pemanfaatan
panas bumi yang memiliki ijin di kab/
kota

Presentase rumah tangga menggunakan
listrik



ESELON III # NAMA PROGRAM

4

Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan

NAMA KEGIATAN

4

Penatausahaan Izin Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi dalam
Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN PROGRAM

4

Meningkatnya Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan

INDIKATOR PROGRAM

4

Cakupan Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan (presentase terhadap
rencana tahun berkenaan)

INDIKATOR KEGIATAN

4

Presentase perusahaan
pemanfaatan panas bumi yang
memiliki izin di Kab/Kota



ESELON

v # NAMA SUB KEGIATAN

xS

Penetapan Prosedur dan
Persyaratan Izin Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi dalam

Daerah Kabupaten/Kota

xS

Penyusunan Rekomendasi
Perizinan dan Informasi Izin
Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi dalam Daerah
Kabupaten/Kota

xS

Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan
Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi dalam Daerah Kabupaten/
Kota

SASARAN SUB
KEGIATAN

xS

Ditetapkannya Prosedur dan

Persyaratan Izin Pemanfaatan

Langsung Panas Bumi dalam
Daerah Kabupaten/Kota

4

Tersusunnya Rekomendasi
Perizinan dan Informasi Izin
Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi dalam Daerah
Kabupaten/Kota

s

Terlaksananya Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan
Perizinan Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi dalam Daerah
Kabupaten/Kota

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

4

Jumlah Prosedur dan Pesyaratan
Izin Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi dalam Daerah Kabupaten/
Kota yang Ditetapkan

xS

Jumlah Rekomendasi
Perizinan dan Informasi
Izin Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi dalam
Daerah Kabupaten/Kota

. g

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan
Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi dalam Daerah
Kabupaten/Kota



BUPATI &
WKL
BUPATI

ESELON II

Misi IV
Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan
pada sector pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis
inovasi

SASARAN
INDIKATOR
1. Meningkatnya kemandirian dan daya
saing industri daerah. Kontribusi PDRB industri pengolahan
TUJUAN
Terwujudnya Pertumbuhan sektor
perdagangan dan Perindustrian di
dalam PDRB
SASARAN
INDIKATOR
2. Meningkatnya peran Perdagangan
dalam memperkuat ketahanan ekonomi Pertumbuhan PDRB perdagangan
masyarakat
INDIKATOR

Kontribusi sektor perdagangan dan
perindustrian terhadap PDRB



ESELON III # NAMA PROGRAM

4

Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan

&

Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

&

Program Pengembangan
Ekspor

&

Program Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen

&

Program Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

SASARAN PROGRAM

4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perijinan di Bidang Perdagangan
pada Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian

Meningkatnya pengelolaan dan
pengembangan sarana distribusi
perdagangan yang efektif dan efisien

4

Meningkatnya Pengawasan/
Pengendalian barang/jasa

4

Meningkatnya Pertumbuhan Nilai
Ekspor lewat penyederhanaan
prosedur/dokumen ekspor

1

Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat Tentang Tertib Ukur
Serta Memberikan Perlindungan dan
Pengawasan Perdagangan Terhadap
Konsumen

4

Meningkatnya penggunaan dan
pemasaran produk dalam negeri
sebagai wujud cinta produk
dalam negeri

INDIKATOR PROGRAM

4

Presentase permohonan perijinan usaha
perdagangan (IPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan) yang diterbitkan
rekomendasi teknisnya.

Persentase Pasar Rakyat/
Tradisional
yang beroperasi secara normal

4

Persentase jumlah jenis barang
beredar
yang sudah diawasi sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan

4

Pertumbuhan nilai ekspor non
komoditas migasdan pertambangan
yang SKA-nya diterbitkan Disperindag
(persen)

4

Persentase laporan pengaduan
konsumen yang ditindaklanjuti

4

Cakupan penggunaan dan
pemasaran produk dalam
negeri



4

Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri

4

Program Pengendalian Izin
Usaha Industri Kabupaten/
Kota

4

Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional

4

Meningkatnya Pertumbuhan
Industri

4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perijinan di bidang Perindustrian
pada Dinas Perdagnagnan dan Perin-
dustrian

4

Meningkatnya Akurasi Data-
Base Industri

4

Pertumbuhan jumlah industri kecil
(persen)

4

Presentase permohonan perijinan
usaha industri yang diterbitkan
rekomendasi teknisnya

4

Presentase industri kecil dan
sedang yang terdaftar dalam
basis data SIINAS



NAMA KEGIATAN

4

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan

&

Penerbitan Tanda Daftar
Gudang

&

Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW)
untuk Penerima Waralaba dari

Waralaba Dalam Negeri

&

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Untuk Pengecer dan Penjual Langsung
Minum di Tempat

INDIKATOR KEGIATAN

&

Presentase perizinan yang diterbitkan
rekomendasinya sesuai dengan ketentuan
untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko
Swalayan

&

Presentase penerbitan
rekomendasi TDG

&

Presentase penerbitan
rekomendasi STPW

4

Presentase penerbitan
rekomendasi Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol
Golongan B dan C



&

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan
Bahan Berbahaya dan Pengawasan
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

&

Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi
Daerah Kabupaten/Kota yang telah
ditetapkan sebagai Instansi Penerbit

Surat Keterangan Asal)

&

Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan

&

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya

&

Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Pent-
ing di Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

=

Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

=

Presentase pengendalian/pemeriksaan
fasilitas penyimpanan bahan berbahaya
dan pengawasan distribusi, pengemasan

dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat
daerah Kab/Kota

&

Presentase penerbitan SPKA

&

Presentase pengembangan dan
pengelolaan sarana distribusi
perdagangan di wilayah kerjanya

=

Presentase Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat di Wilayah
Kerjanya

&

Presentase Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Penting di
Kabupaten Halmahera Utara

=

Cakupan Pengendalian Harga
dan Stok Bapokting



&

Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

&

Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

=

Pelaksanaan Metrologi Legal
berupa Tera, Tera Ulang dan
Pengawasan

=

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran
dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

=

Penyusunan, Penerapan dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota

&

Presentase pemantuan/pengawasan
pupuk dan pestisida bersubsidi

&

Presentase Produk Unggulan yang
dipamerkan

=

Presentase alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya

(UTTP) yang ditera/tera ulang
dalam tahun berjalan

=

Presentase Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri

g

Presentase Penyusunan, Penerapan
dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/
Kota



J

Penerbitan Izin Usaha Industri
(IUI), Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKT)
Kewenangan Kabupaten/Kota

4

Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri Untuk
UL, IPUI, TUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota

J

Presentase Jumlah Izin Usaha
Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKT)
Kewenangan Kabupaten/Kota
yang diterbitkan rekomendasinya

4

Presentase data perusahaan
industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota



ESELON

v # NAMA SUB KEGIATAN

4

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

4

Fasilitasi Penerbitan Tanda
Daftar Gudang

4

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi Secara Elektronik

4

Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan
C

SASARAN SUB
KEGIATAN

4

Tersedianya Rekomendasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Swalayan Melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

4

Tersedianya Dokumen Tanda
Daftar Gudang

: g

Terfasilitasinya Proses Perizinan
Surat Tanda Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam
Negeri Terintegrasi Secara El-
ektronik

(s

Tersedianya Penerbitan Surat
I1zin Usaha Perdagangan
untuk Pengecer dan Penjual
Langsung Minuman
Beralkohol Golongan B dan
C Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

4

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan
Komitmen

Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,

Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi
Secara Elektronik

4

Jumlah Dokumen Tanda
Daftar Gudang

4

Jumlah Dokumen Perizinan Surat
Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW)
Dalam Negeri Terintegrasi Secara
Elektronik

4

Jumlah Surat Izin Usaha
Perdagangan untuk
Pengecer dan Penjual
Langsung Minuman
Beralkohol Golongan B dan C
yang Diterbitkan
Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik



4

Koordinasi dan Sinkronisasi
Layanan Penerbitan SKA

|

Penyediaan Sarana
Distribusi Perdagangan

4

Pembinaan dan
Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

4

Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

4

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas
Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

4

Tersedianya Dokumen
Penerbitan Surat
Keterangan Asal

4

Tersedianya Sarana
Distribusi Perdagangan

4

Terlaksananya Pembinaan
dan Pengendalian kepada
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

4

Tersedianya Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

4

Tersedianya Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

|

Jumlah Dokumen Penerbitan
Surat Keterangan
Asal

4

Jumlah Sarana Distribusi
Perdagangan

4

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan
Pengendalian kepada
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

|

Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat

4

Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat



4

Pengendalian Ketersediaan
Barang Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

|

Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting pada

Pelaku Usaha Distribusi
Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

4

Pelaksanaan Operasi Pasar

Reguler dan Pasar Khusus

yang Berdampak Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

4

Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi

4

Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota

4

Tersedianya Laporan Pengendalian
Stok atau Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di Tingkat Agen dan Pasar

Rakyat

|

Tersedianya Laporan
Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang dalam
1 (Satu) Kabupaten/Kota

4

Tersedianya Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak dalam 1

(Satu) Kabupaten/Kota

4

Tersedianya Laporan
Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%

4

Terbinanya dan
Berkembangnya Pelaku
Usaha Produk Ekspor
Unggulan Kabupaten/Kota

|

Jumlah Laporan Pengendalian Stok
atau Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

4

Jumlah Laporan Pemantauan
Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
pada Pelaku Usaha Distribusi
Barang dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

4

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak
dalam 1 (Satu) Kabupaten/
Kota

|

Jumlah Laporan Pengawasan
Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi Minimal 90%

4

Jumlah Pelaku Usaha
Produk Ekspor Unggulan
yang Dibina



4

Pameran Dagang Nasional

|

Misi Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan

4

Pelaksanaan Metrologi
Legal berupa Tera, Tera
Ulang

4

Pengawasan/Penyuluhan
Metrologi Legal

4

Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

4

Terfasilitasinya Pelaku
Usaha yang Berorientasi
Ekspor pada Pameran
Dagang Nasional

|

Terfasilitasinya Pelaku
Usaha yang Berorientasi
Ekspor pada Pelaksanaan

Misi Dagang

4

Meningkatnya Kesesuaian
Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang, dan Alat
Perlengkapan Terhadap
Ketentuan yang Berlaku

4

Meningkatnya Pelaku
Usaha di Bidang Metrologi
Legal yang Dibina

4

Terlaksananya Promosi
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

|

Jumlah Pelaku Usaha yang
Difasilitasi dalam
Pameran Dagang

4

Jumlah Pelaku Usaha yang
Difasilitasi dalam
Misi Dagang Produk Ekspor
Unggulan

4

Jumlah Alat Ukur, Alat
Takar, Alat Timbang, dan
Alat Perlengkapan Ditera

Ulang

|

Jumlah Pelaku Usaha di
Bidang Metrologi Legal
yang Dibina

4

Jumlah UMKM yang
Melakukan Pemasaran
Produk Dalam Negeri Melalui
Kemitraan dengan
Retail, Marketplace, Perhotelan
dan Jasa
Akomodasi



4

Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

|

Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

4

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan Pengembangan,

Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

4

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya
Industri

4

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri

4

Tersedianya Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

|

Tersusunnya Rencana
Pembangunan Industri

4

Terselenggaranya
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan, Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

4

Terselenggaranya
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya
Industri

4

Terselenggaranya
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri

|

Jumlah Data dan Informasi Sistem
dan Jaringan
Informasi Perdagangan

4

Jumlah Dokumen Rencana
Pembangunan
Industri

4

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan,
Pengembangan, Penyebaran
dan Perwilayahan
Industri

|

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya
Industri

4

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri



4

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta
Masyarakat

|

Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

4

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan IUI,
IPUI, TUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas) yang
Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

4

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang Industri
dalam Lingkup IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/
Kota

4

Terselenggaranya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat

|

Dievaluasinya Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Industri

4

Terfasilitasinya Verifikasi
Teknis Pemenuhan Kesesuaian
Persyaratan Teknis Perizinan
Berusaha Sektor Industri dan/
atau dalam rangAka Perluasan
Usaha untuk Bidang Usaha
dengan Risiko Usaha
Menengah-Tinggi dan Tinggi,
Melalui SIINas yang
Terintegrasi dengan Sistem
OSS

4

Terselenggaranya
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di
Bidang Industri dalam
Lingkup Perizinan Usaha
Industri, Perizinan
Perluasan Usaha Industri,
Perizinan Kawasan Industri
dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan Kabupaten/
Kota

|

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan
Peran Serta Masyarakat

4

Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

4

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Verifikasi Teknis Pemenuhan
Kesesuaian Persyaratan Teknis
Perizinan Berusaha Sektor
Industri dan/atau dalam rangka
Perluasan Usaha untuk Bidang
Usaha dengan Risiko Usaha
Menengah-
Tinggi dan Tinggi, Melalui
SIINas yang Terintegrasi dengan
Sistem OSS

4

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Perizinan di Bidang
Industri dalam Lingkup
Perizinan Usaha
Industri, Perizinan Perluasan
Usaha Industri,
Perizinan Kawasan Industri
dan Perizinan
Perluasan Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota



4

Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data Kawa-
san Industri Serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota
melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINAS)

|

Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan Perusahaan
Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
penyampaian data ke
SIINAS

4

Terfasilitasinya
Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri,

Data Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

4

Terpantau dan
Dievaluasinya Kepatuhan
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SIINas

4

Jumlah Dokumen Hasil Fasil-
itasi Pengumpulan, Pen-
golahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan In-
dustri serta Data Lain Ling-
kup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

|

Jumlah Dokumen Hasil
Pemantauan dan
Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SIINas

Kepala Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Utara
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